
 
 

PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL 

ATAS PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS 

DI KABUPATEN SUBANG 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk  

memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

 

AZKIA 

NIM. 1520017 

 

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  

FAKULTAS SYARIAH 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  

2025



i 
 

PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL 

ATAS PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS 

DI KABUPATEN SUBANG 

 

 SKRIPSI 

 

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk  

memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

 

AZKIA 

NIM. 1520017 

 

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  

FAKULTAS SYARIAH 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  

2025



 



 



 



 
 

iv 
 

PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil 

Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1997 dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. 

Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang 

belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap 

ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman 

transliterasi itu adalah sebagai berikut :  

A. Konsonan 

       Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf 

Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin: 

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د
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 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R er ر

 Zai Z zet ز

 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain G ge غ

 Fa F ef ف

 Qaf Q ki ق

 Kaf K ka ك

 Lam L el ل

 Mim M em م

 Nun N en ن

 Wau W we و

 Ha H ha ھ

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya Y ye ي
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B. Vokal  

       Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, translterasinya sebagai berikut: 

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A a ـَ

 Kasrah I i ـِ

 Dammah U u ـُ

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai 

berikut: 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya Ai a dan u ..َ.يْ 

  Fathah dan wau Au a dan u ..َ.وْ 

Contoh: 

 kataba ْك.ت.بْ. -

 fa`ala ْف.ع.لْ. -

 suila ْسُئِلْ. -

 kaifa ْك.ي فْ. -

لْ. - و   haula ح.
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C. Maddah 

       Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

ى..َ.ا .َ.. Fathah dan alif atau ya ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ..َِى

 Dammah dan wau ū u dan garis di atas ..َوُ

Contoh: 

 qāla ْق.الْ. -

م.ى -  ramā ْر.

 qīla ْقيِ لْ. -

لُْ -  yaqūlu ْي.قوُ 

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasiْuntukْta’ْmarbutahْadaْdua,ْyaitu: 

1. Ta’ْmarbutah hidupْatauْyangْmendapatْharakatْfathah,ْkasrah,ْdanْdammah,ْ

transliterasinyaْadalahْ“t”; 

2. Ta’ْmarbutahْmatiْyangْmendapatْharakatْsukun,ْtransliterasinyaْadalahْ“h”َ\; 

3. Kalauْ padaْ kataْ terakhirْ denganْ ta’ْ marbutahْ diikutiْ olehْ kataْ yangْ

menggunakanْkataْsandangْal sertaْbacaanْkeduaْkataْituْterpisah,ْmakaْta’ْ

marbutahْituْditransliterasikanْdenganْ“h”َْْContoh: 

ةُْ - ض. ؤ  ف.الِْْر. الأ.ط  ْْْْraudah al-atfāl/raudahtul atfāl 

دِي ن.ةُْ - ةُْْْال م. ر. ال مُن.وَّ ْْ ْْ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah 

ةْ  -  .talhah          ْط.ل ح.
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E. Syaddah (Tasydid) 

       Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu 

huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

لْ. -  nazzalaْْْْن.زَّ

 al-birrْْْْالبِرْ  -

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 

1. Kataْ sandangْ yangْ diikutiْ hurufْ syamsiyahْ ditransliterasikanْ sesuaiْ

denganْ bunyinya,ْ yaituْ hurufْ “l”ْ digantiْ denganْ hurufْ yangْ langsungْ

mengikutiْkataْsandangْitu; 

2. Kataْ sandangْ yangْ diikutiْ hurufْ qamariyahْ ditransliterasikanْ denganْ

sesuaiْdenganْaturanْyangْdigariskanْdiْdepanْdan sْesuaiْdenganْbunyinyaَ 

 Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa 

sempang. 

Contoh: 

جُلُْ -  ar-rajulu ْالرَّ

 al-qalamu ال ق.ل.مُْ -

سُْ -  asy-syamsu الشَّم 

لا.لُْ -  al-jalālu ال ج.

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara 

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab 

berupa alif. 
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Contoh: 

 ta’khużu ت.أ خُذُْ -

 syai’un ش.يئْ  -

ءُْ -  an-nau’u النَّو 

 inna إِنَّْ -

H. Penulisan Kata 

       Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

Contoh: 

ي رُْْف.هُوْ.ْالل.ْْإِنَّْْوْ. - ازِقيِ نْ.ْخ. الرَّ   Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ 

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

مِْ - اھ.اْاللِْْبسِ  ر. ج  س.اھ.اْْوْ.ْم. مُر    Bismillāhi majrehā wa mursāhā 

 

I. Huruf Kapital 

       Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

دُْ - م  ب ِْْللِْْال ح. ال ع.ال.مِي نْ.ْر.   Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ 

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

منِْ - ح  حِي مِْْالرَّ الرَّ    Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 
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dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf 

kapital tidak dipergunakan. 

Contoh: 

رْ ْاللُْ - حِي مْ ْغ.فوُ  ر.   Allaāhu gafūrun rahīm 

- ِْ رُْْلِِ  مِي عًاْْالأمُُو  ج.   Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 
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ABSTRAK 

 

Azkia. 1520017. 2025. Pemenuhan Hak Konstitusional atas Pekerjaan bagi 

Penyandang Disabilitas di Kabupaten Subang Skripsi Program Studi 

Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. 

Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Syarifa Khasna, M.Si. 

 

         Pemenuhan hak konstitusional atas pekerjaan bagi penyandang 

disabilitas di Kabupaten Subang. Hak atas pekerjaan merupakan bagian dari 

hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat 

(2) UUD 1945, serta secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun, dalam praktiknya, 

pemenuhan hak tersebut belum sepenuhnya terwujud, ditandai dengan 

masih rendahnya partisipasi penyandang disabilitas di sektor 

ketenagakerjaan formal serta ketiadaan peraturan daerah yang secara khusus 

mengatur perlindungan dan pemberdayaan mereka. Maka rumusan masalah 

yang dikaji adalah bagaimana pemenuhan hak konstitusional atas pekerjaan 

bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Subang, dan bagaimana akibat 

hukum jika hak tersebut tidak terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui implementasi pemenuhan hak serta menganalisis akibat hukum 

dari tidak terpenuhinya hak tersebut bagi penyandang disabilitas. 

Metode yang digunakan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. 

Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung kepada 

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Sosial, penyandang 

disabilitas yang bekerja maupun belum bekerja, serta organisasi 

penyandang disabilitas (PERTUNI). Data sekunder diperoleh melalui studi 

dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan 

referensi hukum lainnya. Teknik analisis data menggunakan model 

interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak konstitusional 

atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Subang belum 

sepenuhnya terlaksana secara efektif. Meskipun terdapat upaya dari 

pemerintah daerah dalam bentuk sosialisasi dan penempatan tenaga kerja, 

masih terdapat berbagai kendala seperti kurangnya pendataan yang valid, 

rendahnya aksesibilitas lingkungan kerja, serta belum adanya regulasi lokal 

yang mengikat. Dari perspektif hukum, hal ini mencerminkan pelanggaran 

terhadap prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, yakni prinsip non-

diskriminasi, penghormatan terhadap martabat manusia, dan tanggung 

jawab negara dalam menjamin hak setiap warga negara tanpa terkecuali. 

 

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Hak Asasi Manusia, Ketenagaker 
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ABSTRACT 

 

Azkia, 1520017, 2025. Fulfillment of Constitutional Rights to Employment for 

Persons with Disabilities in Subang Regency. Thesis, Constitutional Law Study 

Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman  

Wahid Pekalongan. Supervisor: Syarifa Khasna, M.Si. 

 

Fulfillment of constitutional rights to employment for persons with 

disabilities in Subang Regency. The right to work is a fundamental human right 

guaranteed in Article 27 paragraph (2) and Article 28D paragraph (2) of the 1945 

Constitution of the Republic of Indonesia, and is specifically regulated in Law 

Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. However, in practice, 

the fulfillment of this right has not been fully realized, as evidenced by the low 

participation of persons with disabilities in the formal labor sector and the 

absence of local regulations specifically addressing their protection and 

empowerment. The research problems examined arehHow is the implementation 

of the fulfillment of constitutional rights to employment for persons with 

disabilities in Subang Regency, and what are the legal consequences when these 

rights are not fulfilled. This study aims to identify the implementation efforts 

and analyze the legal implications of the unfulfilled employment rights of 

persons with disabilities. 

This study uses an empirical juridical method with a qualitative approach. 

Primary data were obtained through interviews and direct observations involving 

the Department of Manpower and Transmigration, the Department of Social 

Affairs, persons with disabilities who are employed or unemployed, and 

disability organizations (PERTUNI). Secondary data were collected through 

literature studies, including relevant laws and regulations, books, journals, and 

other supporting legal references. Data analysis was conducted using the 

interactive model of Miles and Huberman, which includes data reduction, data 

display, and conclusion drawing. 

The results show that the fulfillment of constitutional rights to employment 

for persons with disabilities in Subang Regency is still inadequate. Although the 

local government has made efforts through employment programs and 

socialization, there are still significant barriers such as inadequate and inaccurate 

data collection, lack of workplace accessibility, and the absence of binding local 

regulations. From a legal perspective, these shortcomings reflect violations of 

fundamental human rights principles, particularly the principles of non-

discrimination, human dignity, and state responsibility to ensure the rights of all 

citizens without exception. 

 

Keyword: Disability, Human Rights, Employment  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 

mendefinisikan bahwa penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang 

mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka 

waktu lama dan dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami 

hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan 

warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.1  Pengertian tersebut dapat 

dipahami bahwa penyandang disabilitas memiliki keterbatasan yang tidak 

dimiliki masyarakat non disabilitas, padahal  penyandang disabilitas memiliki 

hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas, terutama  

dalam mendapatkan perlakuan khusus sebagai upaya perlindungan dari 

kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi, dan perlindungan dari 

berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Keterbatasan yang dialami penyandang 

disabilitas seharusnya terpenuhi hak-hak asasi manusia yang diakui secara 

universal di seluruh dunia. 2 

Negara berkewajiban mewujud kan hak asasi manusia, dan upaya 

pemenuhan hak asasi manusia ini telah diatur secara komprehensif dalam 

Undang-Undang Dasar 1945. Hak atas pekerjaan merupakan salah satu hak 

kontitusional yang dijamin Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. 

Jaminan ini diperkuat dalam pasal 28 D ayat (2), hal ini berlaku universal 

termasuk disabilitas sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur kewajiban negara 

dalam menjanjikan aksesbilitas dan kesempatan kerja yang setara.  Konteks hak 

asasi manusia (HAM) didalamnya menjelaskan tentang salah satu tanggung 

jawab utama pemerintah dan juga pemerintah daerah adalah untuk 

 
1  Ari Pratiwi, dkk. Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi, (Malang: 

Universitas Brawijaya Press, 2018) hal 4. 
2 Frichy Ndaumanu, Hak Penyandang Disabilitas antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan  

oleh Pemerintah Daerah, Jurnal HAM, Vol. 11, No. 1, 2020. 
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melaksanakan penghormatan, perlindungan pemenuhan, pemajuan, dan 

penegakan hak asasi manusia. Tanggung jawab tersebut melingkupi semua 

aspek kehidupan masyarakat yang bersifat universal sesuai dengan karakter hak 

asasi manusia itu sendiri.3  Salah satu bentuk implementasinya adalah ketentuan 

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit 

Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, yang menjelaskan tentang 

kewenangan pejabat pemerintah untuk mengatur permasalahan hak-hak 

penyandang disabilitas  serta menjamin kesetaraan dalam meningkat kan 

kualitas hidup penyandang disabilitas. Subang merupakan daerah industri yang 

ada di Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat sendiri merupakan salah satu dengan 

kontribusi terbesar terhadap perekonomian Indinesia, terutama melalui sektor 

industri dengan tingkat ke-4 termasuk golongan gaji umr tertinggi di Indonesia. 

Namun, yang terjadi dilapangan masih menunjukan rendahnya tingkat 

partisipasi penyandang disabilitas dalam dunia kerja termasuk di Kabupaten 

Subang dengan belum disahkannya Perda khusus terkait penyandang disabilitas, 

dapat dilihat dari data berikut:  

Tabel 1.1 

Format Data Pekerja Disabilitas 

 

No Nama Perusahaan 
Bidang 

Usaha 

Jumlah Total 

Pekerja / pegawai 

(Permanen/Kontr

ak) 

Jumlah Pekerja 

Penyandang 

Disabilitas 

Jumlah 
Persent

ase 

1 PT. TAEKWANG 

INDUSTRIAL 

Industri 27,800 300 1,07% 

2 PT. BUMA 

APAREL 

INDUSTRY 

Garment 408 48 11,76% 

 
3   Frichy Ndaumanu, Hak Penyandang Disabilitas antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan  

oleh Pemerintah Daerah, Jurnal HAM, Vol. 11, No. 1, 2020. 
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No Nama Perusahaan 
Bidang 

Usaha 

Jumlah Total 

Pekerja / pegawai 

(Permanen/Kontr

ak) 

Jumlah Pekerja 

Penyandang 

Disabilitas 

Jumlah 
Persent

ase 

3 PT. SUBANG 

AUTOCOMP 

INDONESIA 

Manufactur 4,981 87 1,74% 

4 PT. C-SITE 

TEXPIA 

Garment 700 13 1,85% 

5 PT.EVOLUZIONE 

TYRES 

Ban 750 15 2,00% 

6 PT. IEMOTO Garment 831 10 1,20% 

7 PT. PAN PACIFIC 

NESIA 

Garment 2,300 23 1,00% 

8 PT. UWU JUMP Garment 1,500 33 2,20% 

9 PT. 

HANDSOMEKOP

I 

Printing dan 

Sablon 

400 4 1,00% 

10 PT. DAENONG 

GLOBAL 

Garment 1,700 18 1,05% 

11 PT. HYUN DONG  

INDONESIA 

Garment 591 6 1,01% 

12 PT. PESAT 

GLOBAL  

INDONESIA 

Garment 520 6 1,15% 

13 PT. MODS STAR  

LISINDO 

Koper 590 6 1,01% 

14 PT. CREVIS TEX 

JAYA 

Garment 1,167 15 1,28% 
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No Nama Perusahaan 
Bidang 

Usaha 

Jumlah Total 

Pekerja / pegawai 

(Permanen/Kontr

ak) 

Jumlah Pekerja 

Penyandang 

Disabilitas 

Jumlah 
Persent

ase 

15 PT. WILBES 

GLOBAL 

Garment 1,200 13 1,08% 

16 PT. SHIN WON Garment 2,191 22 1,00% 

17 PT. DONGYANG Garment 76 1 1,31% 

18 PT. SARI ATER Pariwisata 392 4 1,02% 

19 PT. YOUME Garment 458 5 1,09% 

20 PT. SEYONG Garment 256 3 1,17% 

21 PT. DAHANA Senjata dan 

Peledak 

198 2 1,01% 

22 PT. PUNGKOOK Garment 2,900 31 1,06% 

23 PT. TIGA KYUNG 

SUNG 

Garment  6  

24 PT. KWANG LIME 

HY INDAH 

Garment 186 2 1,07% 

25 PT. BUDI 

MAKMUR 

PERKASA 

SEJAHTERA 

Tepung 

Beras dan 

Ketan 

676 14 4,80% 

26 PT. SOLVE IT Garment 400 5 1,25% 

JUMLAH TOTAL  53.171 692 1,3% 

 

(Sumber : Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi)
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Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Ketenagakerjaan Subang, 

bahwa dari jumlah keseluruhan perusahaan yang ada di Kabupaten Subang  sekitar 

143 yang beroperasi dan memiliki puluhan ribu pekerja. 4  namun hanya 26 

perusahan dengan 692 jumlah disabilitas pekerja penyandang disabilitas, 

sedangkan jumlah penyandang disabilitas di Subang ada 1.706 dengan berbagai 

kecacatan mulai, dari fisik dan motorik yang tersebar. 5   Pernyataan tersebut 

menegaskan bahwa adanya hak yang tidak terpenuhi karena dari kesluruhan 

perusahaan di Subang hanya ada sekitar 26 perusahaan yang menerima pekerja 

penyandang disabilitas.  Selain itu, adanya laporan dari organisasi disabilitas 

persatuan tuna netra Indonesia (pertuni) Subang, karena mereka merasa 

kurangnya perhatiaan yang serius dibandingkan dengan kategori disabilitas 

lainnya. Adanya hal tersebut mengapa pejabat pemerintah belum juga 

menyegerakannya perancangan Peraturan Daerah khusus terkait penyandang 

disabilitas, hal itu juga tentu memicu kesenjangan bagi para penyandang 

disabilitas di Subang terutama yang ingin mendapatkan hak yang sama dalam 

dunia kerja. 

 Dengan adanya permasalahan yang ada jelas melanggar hak konstitusional 

penyandang disabiltas, atas tidak diberinya peluang kesempatan bekerja bagi 

penyandang disabilitas, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Penyandang Disabilitas, yaitu pada Pasal 11 yang mengatur tentang "Hak 

pekerja, Kewirausahaan, dan Koperasi" yang menjelaskan di dalamnya hak 

memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Hal ini menunjukan bahwa, 

pemenuhan hak konstitusional pekerja penyandang disabilitas belum terpenuhi. 

Bagaimana bisa memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas jika 

hak normatif yang dimaksud yaitu tidak diberinya peluang pekerjaan, terhadap 

penyandang disabilitas atas hak pekerja yang tidak terpenuhi.6 

 
4  Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang. (16 November 2023). Keadaan 

Ketenagakerjaan Kabupaten Subang - Agustus 2023. Diakses pada 12 Maret 2025  
5 Yugo Erospri, “hari buruh 2024, Perusahaan di Subang ogah rekrut penyandang 

Disabilitas”, https://jabar.viva.co.id/news/22459-hari-buruh-2024-perusahaan-di-subang-ogah-

rekrut-penyandang-disabilitas. (diakses pada 1 mei 2024, 10:32). 
6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal (11) 
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Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat 

permasalahan terhadap pemenuhan hak konstitusional yang tidak terpenuhi atas 

pekerjan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Subang yang tidak sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, 

maka dibutuhkan  penelitian lanjut terkait permasalahan yang ada, dalam 

penelitian yang berjudul “PEMENUHAN HAK KONTITUSIONAL ATAS 

PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN 

SUBANG” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pemenuhan hak konstitusional atas pekerjaan bagi penyandang 

disabilitas di Kabupaten Subang? 

2. Bagaimana akibat hukum tidak terpenuhinya hak konstitusional atas 

pekerjaan bagi penyandang disabilitas? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pemenuhan hak kontitusional pekerja bagi penyandang 

disabilitas di Kabupaten Subang 

2. Untuk menganalisis akibat hukum jika tidak terpenuhinya pemenuhan hak 

kontitusional atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat 

me.nambah pe.nge.tahuan te.rhadap masalah yang dite.liti se.cara re.alistis, juga 

dapat se.dikit me.ngajarkan ke.pada pe.mbaca me.nge.nai pe.nanganan 

pe.rmasalahan dan ditujukan untuk pe.ne.gakan hukum yang tidak se.suai 

re.gulasi yang te.rkait pe.me.nuhan hak atas pe.ke.rja bagi pe.nyandang 

disabilitas,  terutama ditujukan kepada pemerintah pusat maupun daerah 

yang bertanggung jawab penuh terhadap penyandang disabilitas, se.lain itu 

juga dapat  me.nambah wawasan maupun re.lasi sosial bagi pe.ne.liti maupun 

mahasiswa program studi hukum tata ne.gara untuk pe.nilitian yang te.rkait 

atau se.bagai contoh pe.ne.litian yang akan datang, khususnya me.nge.nai hak 

konstitusinal atas pe.ke.rjaan bagi pe.nyandang disabilitas. 
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2. Ke.gunaan Praktis 

Penelitian ini penting bagi pejabat pemerintah terutama yang 

memegang kewenangan terhadap penyandang disabilitas, dan masyarakat 

umum untuk menambah wawasan dan pemahaman terkait hak pekerja bagi 

penyandang disabilitas, khususnya pengusaha yang memiliki lapangan 

pekerjaan. Dan hal lainnya sebagai berikut: 

a. Bagi Pe.nulis 

Manfaat pe.ne.litiaan untuk pe.nulis se.ndiri, me.nambah wawasan 

te.rkait masalah yang dite.liti. 

b. Bagi Pe.mbaca 

Manfaat pe.ne.litiaan bagi pe.mbaca, diharapkan pe.ne.litian ini dapat 

me.mbantu me.ringankan te.rkait masalah yang dite.liti dan se.bagai salah 

satu acuan untuk pe.nye.le.saian te.rkait masalah yang dite.liti, dan me.njadi 

salah satu bahan relasi te.rkait hak konstitusional yang be.lum se.pe.nuhnya 

te.rpe.nuhi. 

c. Bagi Pe.ne.liti se.lanjutnya, 

Diharapkan dapat me.mbe.rikan manfaat baik se.bagai pe.nambah 

lite.ratur, atau se.bagai bahan re.fe.re.nsi untuk mahasiswa atau bagi se.mua 

pihak yang me.me.rlukan, maupun se.bagai bahan pe.rbandingan te.rkait 

obje.k yang sama. 

E. Kerangka  Teoritik 

    1. Hak Asasi Manusia 

Hak asasi manusia (HAM) se.cara e.timologis te.rbe.ntuk dari tiga kata 

yaitu hak, asasi, manusia. Hak be.rarti be.nar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. 

Asasi diartikan se.gala se.suatu yang be.rsifat me.ndasar dan furdame.ntal yang 

se.lalu me.le.kat pada obje.k nya. De.ngan pe.nje.lasan te.rse.but maka Hak Asasi 

Manusia dapat diartikan hak-hak me.ndasar pada diri manusia. Soe.tandyo 

Wignjosoe.broto me.ngartikan adalah “hak-hak me.ndasar (fundame.ntal) 

yang diakui se.cara unive.rsal se.bagai hak-hak yang me.le.kat pada manusia 

kare.na hakikat dan kodrat nya se.bagai manusia dasar hak asasi manusia 

harus me.miliki ke.se.mpatan untuk dapat be.rke.mbang se.suai de.ngan bakat 
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dan cita-citanya. Hak asasi manusia me.miliki ke.we.nangan yang paling 

tinggi kare.na be.rasal dari sumbe.r yang paling tinggi yaitu tuhan yang maha 

e.sa.7 

Dikutip dari E.ko riyadi yang me.rangkum dari pe.ndapat Manfe.d 

Nowak, Rhona K. Smith, dan prinsip yang be.rlaku di Indone.sia me.nye.but 

prinsip HAM me.liputi unive.rsalitas (unive.rsality), tidak te.rbagi 

(indivisibility), ke.te.rgantungan (inte.rde.pe.nde.nt) saling te.rkait 

(inte.rre.late.d), ke.se.taraan (e.quality), non diskriminasi (non discrimination), 

prinsip human dignity, dan te.rakhir prinsip  tanggung jawab ne.gara (state. 

re.sponsibility). Prinsip-prinsip te.rse.but merupakan prinsip yang paling 

banyak diulas dalam banyak lite.ratur dan se.ring dite.kankan, yaitu; 

a. Prinsip unive.rsalitas prinsip ini me.rupakan kunci yang harus 

dilaksanakan te.rle.bih dahulu untuk me.me.nuhi prinsip lainnya. Arti dari 

prinsip unive.rsal yakni HAM dite.rapkan se.cara se.tara tanpa diskriminasi 

bagi se.mua orang, se.hingga prinsip ini be.rlaku bagi se.mua orang didunia 

tanpa me.nge.nal batasan te.mpat dan waktu. 

b. Prinsip indivisiblity me.ne.kankan bahwa se.mua je.nis HAM me.rupakan 

satu ke.satuan se.hingga tidak bole.h dipisah-pisah, atau kata lain antara 

satu je.nis HAM tidak bole.h me.nyimpang je.nis HAM lainnya. Se.hingga 

se.mua je.nis HAM harus te.rpe.nuhi tanpa me.nghilangkan je.nis HAM 

lainnya. Jika tidak maka be.rarti HAM be.lum te.rpe.nuhi se.pe.nuhnya 

se.cara se.mpurna. 

c. Prinsip inte.rpe.nde.nt artinya ada saling be.rgantungan antara satu je.nis 

HAM de.ngan satu je.nis HAM lainnya. Se.hingga HAM itu be.rsifat saling 

me.nggantukan. Jika tidak te.rpe.nuhi salah satu maka akn sulit me.me.nuhi 

HAM yang lainnya. 

d. Prinsip inte.rre.late.d diartikan adanya hubungan antara satu je.nis HAM 

me.miliki ke.te.rkaitan yang e.rat de.ngan je.nis HAM yang lain. 

 
7  Dhimi Setyo Arrivanissa, "Mewujudukan hak dan kesempatan kerja bagi penyandang 

disabilitas tunanetra dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia". Vol 2 no 1 2023. Hlm 53-54. 
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e. Prinsip E.quality me.rupakan tindakanatau pe.rbuatan  yang me.nganggap 

se.mua orang me.miliki ke.dudukan dan ke.se.mpatan yang sama, misalnya 

ke.se.taraan dide.pan hukum (e.quality be.fore. the. law) 

f. Prinsip non diskriminasi prinsip ini be.rgantung ke.pada prinsip 

ke.se.taraan, kare.na apabila prinsip ke.se.taraan sudah dite.rapkan de.ngan 

baik, maka tidak akan ada pe.rbuatan diskriminatif yang te.rjadi. 

g. Prinsip martabat manusia atau human dignity, yakni prinsip yang 

me.nghe.ndaki supaya me.njujunjung tinggi nilai-nilai ke.manusiaan se.suai 

de.ngan harkat dan martabat. 8 

h. Prinsip te.rakhir adalah tanggung jawab ne.gara state. re.sponbility, yakni 

pe.rlindungan, pe.majuan, pe.ne.gakan, dan pe.me.nuhan HAM me.rupakan 

tanggungjawab yang dibe.baskan ke.pada ne.gara se.bagai otoritas tinggi. 

De.ngan adanya prinsip HAM me.nyatakan ke.be.radaan HAM 

me.rupakan unsur normatif yang me.le.kat pada se.tiap manusia. Dalam 

pe.ne.rapannya, HAM be.rada pada ruang lingkup hak pe.rsamaan dan hak 

be.ne.basan yang inte.raksinya me.libatkan individu dan instansi. Ke.nyataan 

yang dialami ole.h pe.nyandang disabilitas, yaitu pe.nyandang disabilitas yang 

mendapakan stigma dalam arti ke.tidak se.mpurnaan, se.hinga me.mbuat 

pe.nyandang disabilitas te.rmarjinalkan dari pe.ne.rimaan sosial yang utuh. 

Pe.nyandang disabilitas masih sangat jauh  dari kata adil (fair) kare.na masih 

banyak pe.nyandang disabilitas yang me.ndapatkan diskriminasi te.rkait 

de.ngan pe.me.nuhan hak, pe.ndidikan, pe.ke.rjaan, fasilitas publik se.pe.rti 

transportasi, te.mpat ibadah, te.mpat hiburan, se.rta ke.dudukan yang sama 

dihadapan hukum. 9 

2.  Penyandang Disabilitas  

Penyandang disabilitas didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 8 

Tahun 2016 sebagai individu yang mengalami keterbatasan fisik, mental, 

intelektual, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam 

 
8  Endriyanto Setiawan, "Hukum Hak Asasi Manusia" Sada kurnia pustaka, Serang:17 

Oktober 2023. Hlm 8-9. 
9 Dilli Trisna Noviasari, " Perlindungan Tenaga Kerja dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". 

Borobudur Law Review Vol.2, No. 1. (2020) hlm 21 
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berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan partisipasi penuh. Hak 

atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) 

huruf (f) dan Pasal 11 UU No. 8 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa 

mereka berhak memperoleh pekerjaan tanpa diskriminasi. Penggunaan 

istilah disabilitas menggantikan “cacat” sebagai bentuk penghormatan 

terhadap martabat manusia.10 

Penegakuan hukum terhadap penyandang disabilitas belum selalu 

sejalan dengan penerimaan sosial. Stigma dan stereotip terhadap 

penyandang disabilitas masih menjadi penghambat utama dalam akses 

pekerjaan. Maka, selain pendekatan yuridis, perubahan kultural dan 

sosialisasi yang masif tentang hak-hak penyandang disabilitas menjadi 

kebutuhan mendesak. Pengatur utama disabilitas dalam kebijakan publik 

menjadi salah satu strategi yang harus diperkuat. 

3. Ketenagakerjaan 

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja 

pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Definisi ini merujuk 

pada Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Ketenagakerjaan merupakan aspek penting dalam menjamin kesejahteraan 

warga negara, termasuk penyandang disabilitas. UU No. 13 Tahun 2003 dan 

UU No. 8 Tahun 2016, diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 

2020, mengatur kewajiban negara dan dunia usaha dalam menyediakan 

ruang kerja inklusif. 11 

Hak atas pe.ke.rjaan me.mbe.rikan ke.pada individu e.le.me.n martabat 

ke.manusiaan dan juga pe.mbe.rian pe.mbayaran yang de.mikian pe.nting agi 

standar hidup yang layak. Hal ini harus se.lalu diingat: hak atas pe.ke.rjaan 

adalah suatu me.lanisme. di mana ne.gara dapat me.nunaikan tugasnya untuk 

me.ne.tapkan standar ke.hidupan yang layak bagi warga ne.garanya. Me.njamin 

akse.s te.rhadap pe.ke.rjaan me.rupakan gagasan yang sulit bagi ne.gara. Je.las 

bahwa langkah-langkah dapat diambil untuk me.mastikan tidak adanya 

 
10 Undang= undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 
11 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakejaan 
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diskriminasi dalam prakte.k pe.re.krutan. Hal ini be.rarti bahwa ne.gara harus 

me.ne.tapkan hukum dan me.ne.gakannya te.rhadap pe.mbe.r pe.ke.rjaan di 

pe.rusahaan swasta maupun ne.ge.ri.12 

 

F. Kajian Penelitian Terdahulu 

Tabel 1.2 

Penelitian Relevan 

No 

Judul, Nama 

Peneliti, dan 

Tahun Penelitian. 

Hasil Penelitian Novelty Penelitian 

 1  Pe.rlindungan 

Hukum te.rhadap 

Pe.ke.rja atau Buruh 

Pe.nyandang 

Disabilitas 

Indone.sia.13  

Pe.ne.litian Ini le.bih  

me.nyimpulkan te.ntang  

pe.rlindungan hukum 

bagi pe.ke.rja pe.nyandang 

disabilitas. Yang dimna 

Hanya te.rjamin dari se.gi 

re.gulasinya saja, 

pe.laksanaanya be.lum 

te.rlaksana de.ngan baik. 

Ke.te.rbaruan dari 

pe.ne.litian ini adalah 

le.bih me.mfokuskan 

ke.pada te.rjaminnya 

hak kostitusional 

pe.ke.rja bagi 

pe.nyandang 

disabilitas, dan 

me.nguatkan 

state.me.nt pe.rsamaan 

de.ngan me.nambah 

solusi me.minimalisir 

diksriminasi bahwa 

para pe.nyandang 

disabilitas juga layak 

me.mpe.role.h 

pe.ke.rjaan untuk 

ke.be.rlangsungan 

 
12 Rhivebt. M.M. Samatara, dkk. "Hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas dalam 

perspektif hak asasi manusia" lex administratum, Vol IX/No.1. (2021) hlm 26. 
13 Suhartoyo, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Penyandang Disabilitas Di 

Indonesia”.  2022 
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No 

Judul, Nama 

Peneliti, dan 

Tahun Penelitian. 

Hasil Penelitian Novelty Penelitian 

hidupnya. Yang 

me.mbe.dakan de.ngan 

pe.ne.litian te.rdahulu 

yaitu pe.ne.litian 

te.rdahulu hanya 

me.mbahas te.rkait 

pe.rlindungan hukum 

dan re.gulasi bagi 

pe.ke.rja pe.nyandang 

disabilitas saja. Maka 

dilakukan pe.nilitian 

ini karna me.ne.mukan 

dan dapat me.nutup 

ke.se.njangan dari 

pe.ne.litian te.rdahulu. 

2  Pe.rlindungan 

Hukum bagi 

Pe.ke.rja Disabilitas 

te.rhadap Hak 

Me.mpe.role.h 

Pe.ke.rjaan.14 

 

Pe.ne.litian ini 

me.nyimpulkan 

pe.mbahasan te.ntang 

me.rinci pe.rlindungan 

hukum yang harus 

dibe.rikan ke.pada pe.ke.rja 

pe.nyandang disabilitas 

yang dise.suaikan de.ngan 

re.gulasi yang ada guna 

untuk me.minimalisir 

Ke.te.rbaruan dari 

pe.ne.litian ini adalah 

re.gulasi yang 

dijadikan acuan 

bukan hanya dari 

re.gulasi 

ke.te.nagake.rjaan yang 

cacat, te.tapi  se.mua 

re.gulasi yang 

me.ngaitkan 

pe.me.nuhan hak 

 
14  Yuni Ratnasari, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Disabilitas Terhadap Hak 

Memperoleh Pekerjaan", Vol. 5 No.2, 2020 
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No 

Judul, Nama 

Peneliti, dan 

Tahun Penelitian. 

Hasil Penelitian Novelty Penelitian 

tindakan diskriminasi 

dari pe.rusahaan. 

pe.ke.rja bagi 

pe.nyandang 

disabilitas. Maka 

dilakukn pe.ne.litian 

ini karna me.ne.mukan 

dan me.nutup 

ke.se.njangan dari 

pe.ne.litian te.rdahulu. 

3  Pe.raturan 

Konstitutif 

Pe.me.nuhan Hak 

Pe.ke.rjaan dan 

Ke.te.nagake.rjaan 

Pe.nyandang 

Disabilitas Pasca 

Te.rbitnya Undang-

Undang Nomor 11 

Tahun 2020 

Te.ntang Cipta 

Ke.rja. 15  

Pe.ne.litian ini  dilakukan 

upaya ne.nge.tahui 

pe.ngaturan hak 

pe.ke.rjaan dan ke.tanaga 

ke.rjaan se.cara konstitutif 

pasca te.rbitnya undang-

undang no 11 tahun 

2020  te.ntang cipta 

ke.rja, de.ngan 

ke.simpulan pe.ngaturan 

tidak signifikan 

me.ngatur pada 

pe.mwnuhan hak pe.ke.rja 

dan ke.tanagake.rjaan 

bagi pe.nyandang 

disabilitas, te.rutama 

Ke.te.rbaruan dari 

pe.ne.litian ini adalah 

dilakukan pasca 

te.rkini pada 

pe.rmasalan 

pe.me.nuhan hak 

pe.ke.rja bagi 

pe.nyandang 

disabilitas dan 

re.gulasi yang 

digunakan cukup 

le.ngkap. Bukan hanya 

pada pasca te.rbitnya 

undang-undang no 11 

tahun 2020 te.ntang 

cipta ke.rja ke.rja, yang 

otomatis hanya 

 
15 Abdullah Fikri, "Peraturan Konstitutif Pemenuhan Hak Pekerjaan dan Ketenagakerjaan 

Penyandang Disabilitas 

Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja",  Vol. 10 No. 

1, 2023 



14 
 

 
 

No 

Judul, Nama 

Peneliti, dan 

Tahun Penelitian. 

Hasil Penelitian Novelty Penelitian 

dalam ke.wajiban 

pe.mbe.ri ke.rja. 

be.rpacu ke.pada 

re.gulasi yang 

dite.rbitkan. Maka 

dilakukan pe.ne.litian 

ini karna me.ne.mukan 

dam dapat me.nutup 

ke.se.njangan dari 

pe.ne.litian te.rdahulu. 

4  Imple.me.ntasi 

Pe.me.nuhan Hak 

bagi Pe.nyandnag 

Disabilitas 

Ke.te.nagake.rjaan di 

Se.marang.16  

Hasil pe.mbahasan 

me.yatakan bahwa 

pe.ne.litian ini 

me.ne.mukan 2 indikator 

pe.rmasalahan. pe.rtama, 

imple.me.ntasi 

pe.me.nuhan hak bagi 

pe.nyandnag disabilitas 

dibidang 

ke.te.nagake.rjaan di 

Se.marang be.lum 

se.pe.nuhnya be.rjalan 

bagaimana se.me.stinya. 

Ke.dua, te.rdapat 

be.be.rapa faktor yang 

me.njadikan kota 

se.marang be.lum cukup 

me.ngimple.me.ntasi 

Ke.te.rbaruan 

pe.ne.litian ini adalah 

me.mastikan bukan 

hanya imple.me.ntasi 

te.rkait re.gulasi hak 

pe.ke.rja pe.nyandnag 

disabilitas pada suatu 

dae.rah te.rse.but, 

me.lainkan 

me.mastikan 

te.rpe.nuhinya hak 

pe.ke.rja bagi 

pe.nyandang 

disabilitas didae.rah 

te.rse.but. Maka 

dialkuakn pe.ne.itian 

ini kare.na 

me.ne.mukan dan 

 
16  Ismail Sholeh, "Implementasi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas ketenaga 

kerjaan di semarang" 2018 
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No 

Judul, Nama 

Peneliti, dan 

Tahun Penelitian. 

Hasil Penelitian Novelty Penelitian 

peme.nuhan hak ke.rja 

bagi pe.nyandang 

disabilitas di se.marang. 

mrmungkinkan dapat 

me.nutup ke.se.njangan 

dari pe.ne.litian 

te.rdahulu 

5  Pe.ne.litian Hukum 

te.rhadap Pe.ke.rja 

Pe.nyandang 

Disabilitas. 17  

Hasil pe.mbahasan 

pe.ne.litian ini yaitu 

me.nyatakan bahwa 

pe.me.rintahan te.lah 

me.ne.rapkan re.gulasi 

te.rkait pe.ke.rja 

oe.nyandang disabilitas. 

De.ngan tujuan agar 

pe.nyandang disabilitas 

dapat be.ke.rja dan 

me.ndapatkan pe.ke.rjaan 

yang baik dan layak 

untuk ke.hidupannya. 

Ke.te.rbaruan dari 

pe.ne.litian ini adalah 

me.nge.kspos bahwa 

pe.me.rintah 

pe.me.rintah tidak 

hanya me.ne.rapkan 

re.gulasi nya saja, 

me.lainkan 

imple.me.ntasi dari 

re.gulasi yang 

dite.rapkan te.rse.but, 

de.ngan tujuan para 

pe.nyandang 

disabilitas 

me.ndapatkan hak 

pe.ke.rja se.pe.nuhnya 

baik dapat be.ke.rja 

dan me.mpe.role.h 

pe.ke.rjaan yang baik 

dan layak untuk 

ke.hidupannya. Maka 

dilakukannya 

 
17  Ametta Diksa Wiraputra, “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Penyandang 

Disabilitas”. Vol 1. No 1, 2021 
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No 

Judul, Nama 

Peneliti, dan 

Tahun Penelitian. 

Hasil Penelitian Novelty Penelitian 

pe.ne.litian uni karna 

me.ne.mukan dan 

mampu me.nutup 

ke.se.njangan dari 

pe.ne.litian te.rdahulu. 

 

G. Metode Penelitian 

Pe.ne.litian ini didasari ole.h me.tode. pe.ne.litian se.bagai landasan bagi 

pe.nulis, antara lain : 

1. Je.nis Pe.ne.litian 

Je.nis pe.ne.litian yang digunakan yaitu yuridis e.mpiris yang artinya 

pe.ne.litian ini be.rbasis pada ilmu hukum normatif (pe.raturan pe.rundang-

undangan) yang te.rkait de.ngan pe.rmasalahan yang te.rjadi yaitu pe.me.nuhan 

hak kontitusional atas pe.ke.rjaan bagi pe.nyandang disabilitas,  bukan hanya 

me.ngkaji me.nge.nai siste.m norma dalam pe.raturan pe.rundang-undangan, 

namun juga me.ngamati bagaimana re.aksi dan inte.raksi yang te.rjadi ke.tika 

siste.m norma itu be.ke.rja di dalam masyarakat.18 

2. Pe.nde.katan Pe.ne.litian 

Pe.nde.katan pe.ne.litian yang digunakan yaitu kualitatif, pe.nde.katan 

kualitatif adalah suatu me.tode. yang me.ngungkapkan fakta-fakta se.cara 

me.ndalam be.rdasarkan kate.ristik ilmiah dari individu atau ke.lompok untuk 

me.mahami dan me.ngungkapkan se.suatu di balik fe.nome.na te.rse.but.19 atau 

bisa diartikan pe.ngamatan obje.k se.cara te.rjun langsung ke. lapangan. 

Pe.nde.katan pe.ne.litian ini me.nghasilkan suatu data yang be.rguna te.rhadap 

ke.be.rhasilan pe.ne.litian ini. Pe.ne.litian ini me.nggunakan pe.nde.katan 

 
18 Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum., Anik Tri Haryani, S.H., M.Hum., Farkhani, S.HI, 

S.H., M.H.”Metode Riset Hukum”. Oaser pustaka, Maret: 2020. Hlm 43-44 
19 Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum., Anik Tri Haryani, S.H., M.Hum., Farkhani, S.HI, 

S.H., M.H.”Metode Riset Hukum”. Oaser pustaka, Maret: 2020. Hlm 46 
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kualititaf dikare.nakan de.ngan hasil pe.ngamatan yang dilakukan  se.cara 

te.rjun langsung ke. lapangan pe.ne.liti bisa me.nde.skripsikan se.cara rinci 

me.nge.nai pe.me.nuhan hak kontitusional atas pe.ke.rja bagi pe.nyandang 

disabilitas di Kabupate.n Subang. 

3. Lokasi Pe.ne.litian 

Lokasi penelitian merupakan tempat yang ditentukan dimana akan 

dilakukannya penelitian, dan  yang berkaitan berdasarkan judul dan 

permasalahan yang berada di Kabupaten Subang. Diantaranya, yaitu Dinas 

ketenagakerjaan dan transmigarsi Kabupaten Subang, dan Dinas Sosial 

Kabupaten Subang.  

4. Sumbe.r Data 

Jika dilihat dalam pe.ne.litian hukum te.rdapat dua je.nis data yang 

dipe.rlakukan dalam me.lakukan pe.ne.litian hukum e.mpiris be.rdasarkan 

pe.ne.litian ini, yaitu: 

a. Data prime.r 

Data prime.r adalah data yang dipe.role.h langsung dari masyarakat 

atau didapatkan se.cara langsung. Data ini dipe.role.h dari hasil obse.rvasi 

dan dilakukannya wawancara yang berkaitan langsung dengan penelitian 

ini. yaitu dengan Caswin di bidang pembinaan dan perlindungan tenaga 

kerja dari Dinas Ke.te.nagake.rjaan dan Transmigarsi Kabupate.n Subang, 

dan Alfiyan di bagian Rehabilitasi Sosial dari Dinas Sosial Kabupate.n 

Subang, untuk memastikan terpenuhinya hak pekerja penyandang 

disabilitas ini maka peneliti memilih wawancara dengan 2 kategori 

penyandang disabilitas, yaitu penyandang disabilitas yang bekerja 

diperusahaan dengan Tasya Febriani, dan  penyandang disabilitas yang 

bekerja diluar perusahaan di Subang dengan Anwar Sidiq.  Peniliti juga 

mewawancarai masyarakat yang berkriteria memahami dan mendukung 

penuh hak-hak disabilitas yaitu dengan Nuriyah sebagai ketua pertuni di 

Subang. 
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b. Data se.kunde.r. 

Data yang dipe.role.h ke.te.rangan dari pihak te.rkait, dan data yang 

dipe.role.h dari ke.pustakaan, atau pe.ne.laahan te.rhadap be.rbagai lite.ratur 

atau bahan pustaka yang be.rkaitan de.ngan masalah atau mate.ri pe.ne.litian 

yang se.ring dise.but se.bagai bahan hukum,20 baik be.rupa orang maupun 

catatan, se.pe.rti buku.  Data se.kunde.r me.liputi  dua bahan hukum : 

1) Bahan hukum prime.r  

Bahan hukum prime.r yang me.ngikat, dalam pe.ne.litian ini te.rdiri dari: 

a) Undang-Undang Dasar Ne.gara Re.publik Indone.sia tahun 1945 

b) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 te.ntang Hak Asasi Manusia 

c) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 te.ntang Ke.te.nagake.rjaan 

d) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 te.ntang Pe.nyandang 

Disabilitas  

e) Pe.raturan Pe.me.rintah Re.publik Indone.sia Nomor 60 Tahun 2020 

te.ntang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ke.te.nagake.rjaan 

f) Pe.raturan Me.nte.ri Ke.te.nagake.rjaan Re.publik Indone.sia Nomor 21 

Tahun 2020 te.ntang Pe.doman Pe.nye.le.nggaraan Unit Layanan 

Disabilitas Bidang Ke.te.nagake.rjaan 

2) Bahan hukum se.kunde.r se.bagai lite.ratur hukum yang me.mbahas 

me.nge.nai hak pe.ke.rja pe.nyandang disabilitas, se.pe.rti buku, jurnal, 

artike.l yang me.mbahas obje.k te.rkait antara lain: 

a) Buku te.ntang pe.ke.rja pe.nyandang disabilitas 

b) Jurnal te.ntang pe.ke.rja pe.nyandang disabilitas 

c) Artike.l te.ntang pe.ke.rja pe.nyandang disabilitas 

d) We.bsite. yang me.ncakup mate.ri yang te.rkait, se.bgai me.dia 

pe.ndukung. 

5. Te. knik Pe.ngumpulan Data 

Te.knik pe.ngumpulan data pada pe.ne.litian ini te.rdapat be.be.rapa 

me.tode., di antaranya : 

 
20    Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum., Anik Tri Haryani, S.H., M.Hum., Farkhani, 

S.HI, S.H., M.H.”Metode Riset Hukum”. Oaser pustaka, Maret: 2020. Hlm 60 
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a. Obse.rvasi  

Obse.rvasi atau pe.ngamatan me.rupakan ke.gitan yang digunakan 

ole.h pe.ne.litian dalam rangka pe.ngumpulan data de.ngan cara me.ngamati 

fe.nome.na suatu masyarakat dalam waktu te.rte.ntu pula. Adapun 

me.kanisme. yang dilakukan pe.niliti de.ngan me.ngamati suatu kondisi 

dialapangan dan me.ncatat informasi yang dipe.role.h dari te.knik 

pe.ngumpulan data me.nggunakan pe.ngamatan obse.rvasi me.nge.nai 

pe.me.nuhak hak konstitusional atas pe.kerjaan bagi pe.nyandang 

disabilitas. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah me.lakukan tanya jawab se.cara langsung antara 

pe.niliti de.ngan re.sponde.n atau narasumbe.r, te.rkait informasi yang akan  

dihasilkan dari inte.rvie.w te.rse.but, ke.pada pihak yang be.rkaitan langsung 

de.ngan inti pe.rmasalahan yaitu dari Disnake.rtrans Subang, Dinas Sosial 

Subang, dan terhadap Pe.nyandang Disabilitas  baik yang tidak 

me.mpe.role.h ke.se.mpatan be.ke.rja maupun penyandang disabilitas yang 

bekerja. De.ngan me.kanisme. me.ngajukan be.be.rapa pe.rtanyaan  ke.pada 

pihak te.rkait untuk me.ndapatkan informasi.21 

c. Dokume.ntasi 

Te.knik dokume.ntasi adalah me.ncari data me.nge.nai hal-hal atau 

variabe.l yang be.rupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notule.n rapat, le.ngge.r age.nda dan se.bagainya. Te.knik ini dapat 

me.mbantu pe.ne.liti me.mbaca dan me.mahami gagasan yang disampaikan 

dalam suatu tulisan. Upaya me.mpe.rakurat pe.ne.litian me.nge.nai 

pe.rmasalahan yang te.rkait te.ntang hak pe.ke.rja bagi pe.nyandang 

disabilitas di Kabupate.n Subang. 

6. Te.knik Analisis Data  

Te.knik analisis data me.rupakan prose.s me.ncari dan me.nyusun se.cara 

siste.matis dari sumbe.r data yang dipe.role.h dari bahan prime.r maupun 

 
21  Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum., Anik Tri Haryani, S.H., M.Hum., Farkhani, S.HI, 

S.H., M.H.”Metode Riset Hukum”. Oaser pustaka, Maret: 2020. Hlm 63 
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se.kunde.r, yaitu hasil dari wawancara maupun obse.rvasi lapangan, dan bahan 

lainnya se.pe.rti lite.ratur dan dokume.ntasi, me.ngumpulkan data yang 

spe.sifik, me.nganalisi data se.cara inte.raktif. Dengan tujuan mempelajari dan 

menganalisis fenomena hukum dalam masyarakat, Mengidentifikasi 

masalah hukum yang ada dalam masyarakat, Mencari solusi untuk masalah 

hukum yang ada dalam masyarakat. Maka langkah yang akan dilakukan 

yakni penyajian data, re.duksi data, dan ke.simpulan. De.ngan mode. inte.raktif, 

tiga sub prose.s te.rse.but, yaitu: 

 1. Re.duksi data: dalam hal ini, pe.ne.liti me.lakukan langkah-langkah 

se.bagai antisipasi dalam pe.ne.litian, me.lalui pe.rtanyaan pe.ne.litian dan 

kasus. Ke.tika data sudah te.rkumpul, dilakukan pe.rangkuman data, dan 

pe.nyajian rangkaian se.cara te.rtulis. 

 2. Pe.nyajian data: dalam hal ini pe.ne.liti me.lakukn pe.ndalaman re.duksi 

data, de.ngan me.nindaklanjuti prose.s yang le.bih te.rfokus. 

 3. Ke.simpulan: dimana pe.ne.liti me.lakukan prose.s inte.rpre.tasi, 

pe.ne.tapan makna dari data yang te.rsaji, dan menafsirkan hasil analisis 

data untuk memberikan rekomendasi dan solusi.22 Se.hingga de.ngan 

mudah difahami dan diinformasikan bagi orang lain dikare.nakan 

laporan akhir me.miliki struktur yang fle.ksibe.l.    

H. Sistematika Penulisan 

Supaya me .nghasilkan suatu ke.rangka pe.nulisan me.le.ngkapi pe.nulisan 

se.be.lumnya, pe.nulis me.mbuat siste.matika pe.mbahsan yang se.de.rhana, yang 

te.rdiri dari be.be.rapa bagian bab yang me.rupkan e.ksplorasi dari se.mua isi 

kandungan pe.ne.litian ini. 

Bab I  : Pe.ndahuluan yang be.risi pe.mbahasan te.ntang pe.ne.gasan judul, 

supaya me.mudahkan pe.mahaman dari judul skripsi. Dilanjut latar be.lakang 

masalah, be.rtujuan untuk me.nde.skripsikan inti pe.rmasalahan yang me.ndukung 

ada dan te.rlaksananya pe.ne.litian. Ke.mudian ada rumusan masalah, tujuan 

 
22 Sulaiman Tripa. “Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum” Bandar Publishing, Bandar 

Aceh: 14 november 2019. Hlm 171 
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pe.ne.litian, ke.rangka te.ori, kajian pe.ne.litian te.rdahulu,  me.tode. pe.ne.litian, te.knik 

analisis data, dan siste.matika pe.nulisan. 

Bab II :  Landasan te.ori yang me.nje.laskan  pe.ke.rja disabilitas yang tidak 

te.rpe.nuhi hak kostitusionalnya de.ngan be.rlandaskan te.ori te.ntang hak 

kostistusional yang me.liputi  Hak Asasi Manusia, Pe.nyandang Disabilitas,  

Ke.te.nagake.rjaan. 

Bab III : Hasil pe.ne.litian, Bab ini me.mbahas hasil pe.ne.litian dari 

obse.rvasi, wawancara, dan dokume.n lapangan te.rkait pe.me.nuhan hak 

konstitusional bagi pe.ke.rja pe.nyandang disabilitas di Kabupate.n Subang, dan 

akibat hukum tidak te.rpe.nuhinya hak atas pe.ke.rja bagi pe.nyandang disabilitas. 

Bab IV : Pe.mbahasan pada bab ini te.ntang analisis pe.me.nuhan hak 

konstitusional atas pe.ke.rjaan bagi pe.nyandang disabilitas di Kabupate.n Subang, 

dan analisi akibat hukum jika tidak te.rpe.nuhinya hak atas pe.ke.rja bagi 

pe.nyandang disabilitas di Kabupate.n Subang. 

Bab V : Pe.nutup bab ini be.risi te.ntang ke.simpulan, dan saran se.bagai 

re.kome.ndasi informasi untuk kajian le.bih lanjut. 
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan  

             Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa penerapan prinsip hak asasi manusia dalam pemenuhan hak 

atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Subang menunjukkan 

perkembangan yang signifikan, meskipun masih terdapat sejumlah kendala, dan 

masih menghadapi tantangan serius dalam aspek implementasi dan internalisasi 

nilai-nilai kesetaraan. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah 

menjamin hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas, di tingkat daerah 

implementasinya masih menemui berbagai kendala. Salah satunya adalah belum 

adanya Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mengatur secara komprehensif 

tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Selain 

itu, kurangnya data valid mengenai jumlah dan jenis disabilitas. Upaya yang 

dilakukan pemerintah daerah seperti pembinaan dan pelatihan kerja masih belum 

menyasar seluruh kelompok disabilitas secara merata 

              Akibat hukum tidak terpenuhinya hak pekerjaan bagi penyandang 

disabilitas di Kabupaten Subang, bagi penyandang disabilitas berpotensi 

mengalami marginalisasi sosial, ketergantungan ekonomi, dan pelanggaran hak 

konstitusional.  Ketika negara, pemerintah daerah, atau sektor swasta gagal 

memenuhi kewajiban ini, maka secara hukum dapat dianggap melanggar prinsip 

tanggung jawab negara (state responsibility) sebagaimana tertuang dalam 

doktrin HAM internasional dan nasional. Akibat hukumnya dapat berupa sanksi 

administratif, tanggung jawab keperdataan, maupun desakan untuk 

pembentukan peraturan daerah (Perda) guna mengakomodasi kebutuhan 

disabilitas secara lebih spesifik. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis 

untuk mengatasi masalah ini, termasuk pembentukan peraturan daerah khusus 

dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas, 

juga diperlukanmya penguatan dari sisi kebijakan, pengawasan, kesadaran 
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publik, serta keseriusan pemerintah dan sektor usaha dalam mewujudkan 

keadilan sosial dan perlindungan hukum yang setara bagi semua warga negara.  

B.  Saran 

             Berdasarkan seluruh analisis tentang Pemenuhan Hak Konstitusional atas 

Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Subang. Maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Subang, khususnya dinas terkait hendaknya 

meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap 

perancangan Peraturan Daerah khusus terkaitr hak-hak penyandang 

disabilitas, serta menyeriuskan program pelatihan keterampilan dan 

kesempatan kerja yang lebih banyak.  

2. Bagi masyarakat, dipelukannya peningkatan kesadaran dan empati terhadap 

hak-hak penyandang disabilitas di tempat kerja melalui kampanye dan 

edukasi publik, serta mendukung perusahaan yang memiliki kebijakan 

inklusi kerja penyandang disabilitas. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, diperlukan melakukan penelitian lebih lanjut 

tentang efektivitas program pelatihan keterampilan bagi penyandang 

disabilitas dan dampaknya terhadap kesempatan kerja, serta 

mengembangkan model intervensi yang efektif untuk meningkatkan inklusi 

kerja penyandang disabilitas dan mengurangi diskriminasi di tempat kerja. 
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